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KATA PENGANTAR

Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian merupakan

salah satu unit kerja Badan Litbang Pertanian yang mempunyai mandat

untuk mengkoordinasikan BPTP dalam melakukan kegiatan pengkajian dan

pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi. BBP2TP beserta BPTP

menjadi ujung tombak Badan Litbang Pertanian dalam penyaluran inovasi -
pertanian hasil-hasil Litbang kepada berbagai stakeholder di daerah.

Tugas strategis ini menuntut sistem manajemen yang solid, mulai dari
tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi dan pelaporannya.
Upaya peningkatan dan perbaikan kinerja perlu terus dilakukan. Laporan
Tahunan ini merupakan salah satu dasar yang dapat digunakan sebagai
pertimbangan dan referensi untuk perbaikan kinerja institusi dimasa
datang.

Laporan ini berisi tentang: visi dan misi BBP2TP, program dan kegiatan,
intisari kegiatan utama dan kegiatan penunjang, evaluasi diri, sumberdaya
manusia, sarana dan prasarana, serta anggaran. Selama pelaksanaan
kegiatan BBP2TP pada kurun waktu 2007, tentunya telah banyak hal-hal
yang dicapai yang dalam pelaksanaannya tidak luput dari berbagai
tantangan, hambatan, dan kendala yang perlu mendapatkan perhatian dan
diupayakan mencari solusi yang terbaik.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan buku ini
diucapkan terima kasih. Harapan kK kami, semoga laporan ini dapat
bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan, khususnya dalam upaya
perbaikan kinerja BBP2TP ke depan.

Bogor, Januari 2008

Kepala Balai Besar
Pengkajian dan Pengembangan
Teknologi Pertanian,

Dr. Ir. Muhrizal Sarwani, MSc
NIP. 080 069 528
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tuntas akibat adanya pemotongan anggaran perjalanan dinas pada
pertengahan tahun 2007 sebesar 70%. .

Beberapa upaya yang telah dilakukan dan akan terus berjalan dalam
rangka mengatasi permasalahan tersebut, antara lain: (2) Penambahan -
staf baru hasil seleksi ujian umum dengan kualifikasi pendidikan yang
cukup memadai; (b) Meningkatkan kualitas SDM melalui berbagai
pelatihan, baik jangka pendek maupun jangka panjang; serta (c)
Sinkronisasi dan sinergi kegiatan antar bagian/bidang melalui pembahasan
rencana kegiatan dalam forum rapat kerja dan pertemuan rutin bulanan;
dan (d) Penertiban dan pengawasan secara cermat terhadap dokumen
rencana dan implementasi kegiatan, termasuk pelaporannya.
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implementasi Prima Tani di lapangan. Kajian ini dilakukan oleh beberapa
peneliti senior Badan Litbang Pertanian. Temuan rutama dari hasil kajian ini

antara lain :

Pada tataran konsep terlihat perlunya semua pihak terkait untuk
menyamakan persepsi, untuk itu dialog yang mencerahkan sangat
diperlukan dalam upaya menyempurnakan konsep yang ada. Sosialisasi
Prima Tani kepada pejabat formal di berbagai tingkatan telah berhasil
dengan baik, sehingga Prima Tani diterima sebagai bagian integral dari
program pembangunan pertanian daerah, yang tercermin dari dukungan
teknis (termasuk dana) dari pemerintah daerah. Prima Tani umumnya
ditempatkan sebagai “komponen pembukd’ yang didukung berbagai
instansi terkait. Prima Tani juga diposisikan sebagai ‘komponen
pendukung’ program pemerintah daerah. Prima Tani telah diarahkan untuk
dilaksanakan secara partisipatif, dengan melibatkan lembaga pemerintah
dan masyarakat setempat. Namun demikian, kelanggengan partisipasi
masih harus diuji, karena boleh jadi masih berupa efek uji-coba atau ikut-
tokoh yang lazim terjadi pada suatu proyek rintisan.

Keragaman pelaksanaan Prima Tani di lapangan memerlukan upaya
pemetaan pola dan strategi pendekatan, peta pencapaian Prima Tani, peta
kondisi wilayah secara lintas aspek (peta agro-ekosistem, penyebaran
teknologi, kelembagaan dan lain-lain) yang di over/ay, guna memudahkan
mencari titik temu berbagai elemen penentu keberhasilan program. Upaya
emetaan dan super-imposed peta terkait diharapkan mampu
mengidentifikasi kekuatan pendorong (driving forces) yang diperlukan guna
menyusun langkah dan strategi pengembangan Prima Tani ke depan.

Agar Prima Tani dapat berperan lebih optimal dalam percepatan diseminasi
inovasi pertanian, diperlukan upaya penyederhanaan konsep/desain
program. Prima Tani juga perlu dijadikan perekat program pembangunan
nasional dan daerah. Selain itu perlu komunikasi yang lebih intensif di
antara UK/UPT lingkup Badan Litbang Pertanian sebagai penyelia Prima
Tani, karena hasil kajian menunjukkan salah satu penyebab keragaman
dalam implementasi Prima Tani di lapangan terkait dengan kualitas

komunikasi para pelaksana.

Pelaksanaan Prima Tani ke depan harus dapat bersinergi dengan berbagai
program sejenis yang ada di pedesaan, seperti Pengembangan Usaha
Agribisnis Perdesaan (PUAP) maupun program lainnya. Terkait dengan
pelaksanaan PUAP, Prima Tani dapat saja diposisikan sebagai nucleus sites
yang mendukung dan memandu lokasi lain sebagai satellite sites. '

w
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4.3 Kajian Pembangunan Wilayah Pedesaan

Untuk melihat kinerja proses pembangunan ekonomi di pedesaan dapat
dilihat dari indikator produksi pertanian dan kesejahteraan petani. Indikator
produksi dicerminkan dari profitabilitas usahatani, teknologi usahatani, dair
efektifitas kebijakan harga pemerintah. Indikator kesejahteraan petani
dicerminkan dari perkembangan struktur pendapatan dan pengeluaran
rumah tangga petani, serta nilai tukar faktor produksi (NTFP). Profitabilitas
usahatani komoditas utama umumnya masih rendah karena teknologi yang
diterapkan petani relatif masih sederhana dengan produksi belum

maksimum.

Fluktuasi NTFP cukup signifikan di sebagian wilayah yaitu NTFP lebih tinggi
dari NTFP nasional dan sebagian lebih rendah. Perkembangan upah non
pertanian relatif lebih tinggi dibandingkan upah pertanian. Rata-rata harga
Urea di tingkat petani sekitar 4,17% — 66,67% diatas HET. Kondisi ini
menunjukkan kebijakan subsidi pupuk yang diterapkan pemerintah tidak
efektif untuk menekan harga pupuk di tingkat petani. Harga gabah (GKP)
bervariasi menurut wilayah dan musim, namun demikian secara umum
cenderung di atas HPP. Fenomena ini menunjukkan bahwa HPP yang
ditetapkan pemerintah cukup efektif mengamankan harga gabah di tingkat

petani.

Perbandingan antara total pendapatan petani dan pengeluaran rumah
tangga petani contoh umumnya seimbang atau petani belum mampu
melakukan saving untuk investasi, khususnya di sektor pertanian.
Berdasarkan proporsinya, pengeluaran untuk pangan dan non pangan
umumnya seimbang bahkan pada sebagian proporsi pengeluaran pangan
lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran non pangan. Untuk itu,
kebijakan pembangunan pertanian yang berupaya meningkatkan
pendapatan dan kesejahteraan keluarga petani perlu terus diupayakan.

Pengkajian, Pendampingan, dan Monitoring Kelembagaan
Keuangan Mikro

Keberadaan lembaga keuangan mikro (LKM) sangat penting dalam
mendukung percepatan adopsi inovasi pertanian. Perkembangan LKM di
Indonesia cukup pesat dan mampu menunjukkan kinerja yang cukup baik
dalam meningkatkan kemampuan permodalan petani. Pengkaijian,
Pendampingan, dan Monitoring Lembaga Keuangan Mikro (LKM) pada
tahun 2007 bertujuan untuk mengidentifikasi indikator keberlanjutan LKM

e —
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Pertanian yang dilakukan di Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa
Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan.

Hasil pengkajian menunjukkan bahwa ada beberapa aspek penting terkait
dengan keberadaan dan pengembangan LKM ke depan, yaitu LKM
Pertanian dapat dijadikan alternatif instrumen kebijakan pemerintah untuk
mendukung percepatan adopsi inovasi pertanian menuju peningkatan
produktivitas usahatani, pendapatan, dan kesejahteraan rumah tangga
petani. Skim LKM Pertanian yang relevan dikembangkan adalah pola Bukan
Bank Bukan Koperasi (B3K) yang partisipatif dan akomodatif terhadap
karakteristik petani dan usahataninya, sehingga semua petani lebih mudah
mengakses. Salah satu kendala pengembangan LKM Pertanian pola B3K
adalah terkait dengan aspek kelembagaan dan kemampuan operasionalnya
yang relatif rendah, sehingga kunci keberlanjutan pengembangan LKM
Pertanian terletak pada dukungan perangkat hukum yang memadai,
dukungan kapabilitas pengelola LKM yang kuat, kemampuan pemupukan
modal dan seed capital serta dukungan persepsi dan apresiasi nasabah

yang positif terhadap LKM.

Dalam menumbuhkan LKM Pertanian, sebaiknya diawali dengan penjajagan
lokasi dan pemetaan kebutuhan permodalan usaha tani, berbasis
kelompok/gabungan kelompok tani, sosialisasi dan advokasi, fasilitasi dan
penguatan modal serta dilanjutkan sampai monitoring dan evaluasi.
Sedangkan untuk mengembangkan LKM Pertanian yang sudah ada
diperlukan langkah-langkah strategis, yaitu melakukan pendampingan yang
intensif dan berkelanjutan, mobilisasi tabungan masyarakat sebagai basis
sistem kekuatan LKM, membangun kapasitas LKM melalui inisiasi kerja
sama dengan dengan dunia usaha, serta perguruan tinggi untuk
meningkatkan kapasitas dan kapabilitas pengelola LKM.

Rancang Bangun Pembangunan Pertanian Provinsi NTT

Potensi ekonomi Provinsi NTT yang mengandalkan sumber daya alam
belum dapat berkembang dengan baik. Pelaku ekonomi di usahatani pada
umumnya adalah petani dan peternak kecil yang tidak akses terhadap
pasar. Situasi petani dan peternak semakin sulit karena struktur ekonomi
belum terdiversifikasi dengan baik sehingga hubungan fungsional antar

sektor ekonomi belum terjalin dengan baik.

Kendala lain adalah pemberdayaan ekonomi rakyat belum dibarengi
dengan rekayasa sosial budaya (socio-cultural engineering) untuk merubah
inner fife dan mengkondisikan tatanan masyarakat yang akomodatif
terhadap tuntutan pasar untuk maju. Keterbatasan sumberdaya lahan dan
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air merupakan simpul kritis yang mempengaruhi perilaku masyarakat.
Lahan pertanian potensial di luar wilayah kawasan hutan seluas 2,67 juta
ha terdiri dari 93,43% lahan kering pemanfaatannya masih relatif rondah
dan sisanya 6,57% (174,8 ribu ha) adalah lahan sawah.

Dukungan infrastruktur dan aksesibilitasnya masih terbatas khususiiya
infrastruktur jalan yang didominasi jalan tanah. Untuk sarana transportasi
lainnya, keberadaan pelabuhan laut dan udara menjadi penting mengingat
terpencarnya wilayah provinsi pada 42 buah pulau.

Sebagian besar penduduk (73,66%) menggantungkan hidupnya pada
sektor pertanian. Pola penggunaan lahan mencerminkan pola budaya agro-
pastoral. Pola ini merupakan salah satu cara menjamin ketersediaan
pangan (food security) secara berlapis untuk menghadapi kondisi
lingkungan fisik yang kurang bersahabat bagi usaha pertanian.

Kelembagaan lokal yang dapat difungsikan atau dikembangkan dalam
kegiatan pertanian antara lain: (a) Local leaders (toga, toma), (b) Rencak
(pengolahan lahan dengan ternak), (c) 7ofa (penebasan gulma secara
komunal), (d) Rae maten (tanah mati), (d) Hakawah (gotong royong),
serta (e) 7okoh adat dan local leaders (dato, makleat).

Beberapa hambatan dalam pengembangan kelembagaan antara lain: (1)
Rasionalitas ekonomis belum membudaya, (2) Pengetahuan budidaya
tanaman masih rendah, (3) Harga produk sangat rendah, (4) Keterampilan
mengelola UPH, koperasi lemah, (5) Lemahnya kepemimpinan, dinamika,
dan manajemen kelompok tani, (6) Permodalan lemah, (7) Kesadaran
petani akan manfaat hidup berkelompok rendah, (8) Menurunnya peranan
penyuluh, (9) Lembaga asosiasi tidak berfungsi, dan (10) Terbatasnya
penangkar benih.

Beberapa kebijakan dan program yang dapat dikembangkan untuk
pembangunan pertanian di Provinsi NTT adalah: (1) Peningkatan Dukungan
Pengembangan Wilayah dan Infrastruktur, (2) Pemanfaatan Sumberdaya
Lahan, (3) Pemanfaatan Sumber Daya Air, (4) Sumber Daya Manusia, (5)
Sumber Daya Pertanian Lainnya, (6) Pengembangan Kelembagaan
Pertanian, (7) Penyediaan Insentif Investasi, (8) Pengembangan
Agroindustri Pedesaan dan Pemasaran, dan (9) Penelitian dan
Pengembangan Pertanian.

*
Laporan Tahunan BBP2TP TA. 2007 13



















dan Laboratorium Diseminasi BPTP, (6)

Sosialisasi petunjuk pelaksanaan seminar

nasional, (7) Penyelesaian kasus-kasus

spesifik tentang kepegawaian, keuangan,
- dan asset negara, dan (8) Perkembangan
pelaksanaan Prima Tani di beberapa
lokasi.

 Beberapa hasil Regional Workshop antara
: lain: dalam percepatan adopsi
teknologi ke pengguna, salah
satunya dapat dilakukan dengan
 sesering mungkin - mengadakan

acara gpen house. Dengan demikian

BPTP harus lebih proaktif dan agresif

dalam mendiseminasikan teknologi
yang dihasilkannya.

Masih banyak permasalahan yang
harus segera diselesaikan dalam
perbaikan kinerja BPTP ke depan.

Melalui penmgkatan komumkaSt balk di BPTP masing-masing, maupun
antar BPTP serta dengan BBP2TP diyakini dapat mengurangi permasalahan
tersebut. Hasil kesepakatan dalam pertemuan regional dapat dijadikan
sebagai acuan dalam upaya perbaikan kinerja BPTP kedepan.

Peningkatan Kapasitas Manajemen SDM, Fasilitas, dan Sarana

Salah satu penyelenggaraan fungsi BBP2TP adalah mengelola Tata Usaha-
dan Rumah Tangga yang meliputi tata administrasi kepegawaian seluruh
BPTP, yang diwujudkan dalam kegiatan “Pembinaan Peningkatan Kapasitas
Manajemen SDM, Fasilitas, dan Sarana”. Tujuan utamanya adalah
penguatan strategi dalam pencapaian misi dan visi organisasi serta
peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan sumberdaya manusia dan
seluruh asset yang terkait di dalamnya.

Bidang pokok yang dilaksanakan dalam kegiatan meliputi beberapa hal.
Bidang Kelembagaan: finalisasi BPTP Papua Barat dan inisiasi pembentukan
satker sementara Sulawesi Barat. Bidang Manajemen SDM: Peningkatan
kapasitas SDM dan Penataan Kepegawaian BPTP; Peningkatan kapasitas
manajemen Sumberdaya manusia dilakukan melalui kegiatan yang
terprogram dan berkelanjutan. Kegiatan tersebut antara lain:
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